
BT'PATI ITATtrSGAII

PERATURA}{ BUPATI KATINGAN
NOMOR: q TAHUN 2Ol3

TENTANG

TATA CARA RETRIBTI$ PENGT'JIAIT KEITDARAAN BFTRilIo|NOR DI AIR

DENGAN RAHTdATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI KATTNGAN

bahwa unfr-rk peirgaturan fi'ansportasi sungai di
wilayah Kabupaten Katingan yang mempuyai
peranan sangat penting dan strategis dalam rang[<a

kelancaran, keamanan, ketertiban, keselamatan,
mobilisasi penumpang dan barang serta

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, $ma
menu4iang pembangunan dan pening$atan
pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa

i,rarrlpotta*i perairan daratan sampai k-e pelgsok-

pelosok daerah di Kabupaten Katingan sebagai

tinAat hnjut dari Peraturan Daerah l(abupaten
Katingan Norrror 14 Tahun ZOL| tentang Retribusi
Jasa Urnum;

bahwa ur:tuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati I(abupaten Katingan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisrne
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang
Pembentutr<an Kabupaten I(atingan, I(abupaten
Seruyan, Kabupa.ten [.a'mandau, I{abupaten
Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupa.ten Murung Raya dan
Kabupa.tei:r Barito Timirr di Provinsi Kaiimantan
Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
RepuUlik Indonesia Tahrm 2OO2 Nomor 18,
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3.

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 418O);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Repi;biik Indonesia Tahun
ZOO+ Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
++bf sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dingan Undang-Undang Nomor t2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
ZObg Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
a8a4l;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

fahun 2OO9 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

firrntraran Negara Republih indonesia Repu'olik

indonesia Tahun 2OAg Nomor 130, Tambahan
kmbaran Negara republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang
Pembenh.rkan Perahrran PerUndang-Undangan
(irmbararr Negara Reputrlik indonesia Repuolik
indonesia Tahun 2}fi Nomor 82, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 52341;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

58 Tahrrn 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah firmbaran Negara Republik Indonesia

Republik k:Cones:a Tah';:r 2OO5 Nomor l-40,

famUafran Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

38 Tahun 2AOT tentang Pernbagian Umsan
Pen^rerir.^rtalian Antara Pemerintah, Fernerintahan
Daerah Pnovinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten I Kota (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintalr Republik Indonesia Nomor
4t Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangfut

4.

5.

6.

7.

8.
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10.

11.

t2.

14.

15.

16.

13.

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 89,

Tambahan irmbaran i{egara Republik indonesia

Republik Indonesia Nomor a7a\;

Peraturan Pemerintakr Nomor 61 Tahun 2009

Tentang Kepelabuhanan (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2AAg Nomor: 151 Tambahan Negara Nomor:

5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2}rc
tentang Angkutan Perairan ( kmbaran Negara

Repubiik iirdonesia Republiii in'jc'nesia Tah-rrrr 20i0
Nomor: 26 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor: 5108 );

Peraturan Daerah l{abupaten Katingan Nomor 3
Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan i'ang Merfiadi Keweirar:gar:

Pemerintah Kabupaten Katingan (l,embaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
3 Tahun 2}ll tentang Perubahan atas
Per'aturam Kabupa'r-en Katingan liiomor 5

Tahun 2008 Organisasi dan Tata Keda Dinas
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun ZALL Nomor 3.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2oll Tentang
Retribusi Jasa Umum kmbaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OLl Nomor 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun z}fi tentang Pembentukan
Pi-ociuir Hukum Daerah.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 73

Tahun 2OO4 Tentang Penyelenggaraan Angkutan
S-trngai rian Kepufuisan hieirteri Perfiubungarr
Nomor : KM. 58 Tahun 2OO7 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.
73 Tahun 2OO4 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sungai dan Danau;



MEMUTU$KAN:

Meneiapkan : PERATIIRTIIIE BITESTI ?EE5TAI5G TATA CARA
PEIST(**flAATT SSTRIBUSI PENGII.'IAN IITNDARAAN
BERTilSNOR DI AIR

BAB I

KETENT'IIAN UMUM

Fasal 1

Dalam Perafuran Bupati ini yarrg dimaksud dengan ;

t. pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas atonomi dan tugas
pembarrtuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perang!<at Daerah sebagai

penyelengara Pemerintah Daerah;
S. ireringkaa Daerah adalah Organisasi lLelnr.&la$a pada Pemerintahan

Daera6, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah dan irmbaga Teki-ris Daerah;
4. Bupati adalah tupati l(atingan;
S. Kinerja organisasi perang!<at daerah adalah gambaran mengenai tingkat

pencapalan sasaraul ataupun tqiuan organisasi peranghat daeratt

i.U.gri penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat

daerah y*g mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kqiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan;

6. indikator kerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi;

7. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan
Bupati Katirrgarr.

8. Dinas Perhubungan dan Informatika adalah Unsur Pelaksana Teknis

Pemerintah Daer:ah dibidang Perhubungan;
g. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah rebagai pernbayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang ldrusus disediakan dan / atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau
Badan;

lo.Badan adalah sekumpulan orang d& I atau modal yang mempakan
kesatuan baik yang mela-k;kan usaha maupun yang tidak melaku,kan
usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lairrnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, finn4 kongsi, kaperasi, dana pensiun , persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi rn€Lssa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenisnya, lemh.ga, bentuk usaha bhp, dan bentuk
badan lainnya;

l l.Angkutan sungai dan Danau adatah kegiatan angkutan dengan

mensunakan kapal yang dilakukan di sungai , danall, warduk, rawa'
anjir, kanal dap terusan untuk mengang!<ut penumpan& barang
dan/atau hernan yang diselengarakan oleh pengusaha angkutan
sungai dan danau;
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L2.l<apal sungai dan Danau adalah kapal yang dileng[<api dengan

penggerak motor atau bukan motor yang digUnakan untuk angfutan

sringai dan danau;
rs.Ang[utan Sungai dan Danau Khusus adalah kegiatan Angkutan

suigai dan danil yang dilakr-rkan r.mtuk melayani kepentingan sendiri

dadn menunjang r*ut " 
pokoknya serta tidak melayarri pihak lain;

l4.Usaha eng5r' 
jtariSungal -dan 

Danau adalah kegiatan usaha angkutan

r.mtuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan

disungai, danau, rniaduk, ra\I/a, aqiir, kanal dan terusan dengan

menggunakan kapat $mgai dan danau;
1s.Barang Umum *a*UU behan atau benda selai:n dan barang berbaheya

barang lshusus dan alat barat
l6.Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat

dan kl:as serta n-rerupakan bahaya terhadap keselan-ratan

dan ketertiban umum or[^ terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan

mahluk hiduP lainnYa;
l7.Barang khusus *Art"n barang yang karena sifat dan bentutrarya harus

dimuat dengan cara khusus;
ls.PengangkuiBahan berbahaya adalah orang atau badan hukum -Yang

se"ata s"f, rnela.ku-kan t<esiatan pengangkutan bahan berbahaya dari

tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongfaran amtl;
19.Pe1a3,aran-adalair segala sesuahl yang berkaitan Cengan angkutan

diper,airan, pelabuhan serLa keamanan dan keselamatan;

2o.Kapal l,auiLaaUn kapal yang peruntukan dan ldasifilo.sinya beroperasi

dip:erairan lautan;
2l.Nakhoda Idapal adaJah $eoftrng awak kapal yang menjadi pimpinan

urnum di kapal dan mempunyai wewerumg dan bertanggUng jawab

tertentu sesuai perundang - undangan yang berlaku;

22.Motoris Kapal adalah seorang awak kapal yang

kewenangan merawa! menja.l,ankan, melayani kapal agar selalu siap

digunakan;
23.Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Kapal Sungai Dan Danau adalah

tanda b,.rhi yang rnen)'ataka.n batas kapal *ersebut telah memen'":hi

persyaratan kesehmatan berlayag
2a,3urat Pendaftaran Kapal Ferairan Pedalaman ( Registrasi ) adalah

iarrda bukti y-ang meneranglcan identitas kapai yang terdiri dari atas

Nama pemilik Kapal, Nama Kapat, ukuran Kapal, Kelengkapan

Keselamatan Kapal dan Keterangan Mesin Penggerak;

25.Serti1ikat nenga*at<an Kapal Perairan Daratan adalah tanda but<ti yang

syah bag seorang Nakhoda dan I atau Motoris untuk diizinkan
mengoperasikan / menjalankan hprt;

26.Tanda pendaltaran kapal adalah berupa plat nomor pendaftaran dan

khusuJdipasang pada sebelah kanan dan kiri dinding kapal;

BAB II

NAMA, OR}EK DAN SURIEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Dengan na-uut retribusi PengUjian Kendaraan Bermotor diatas
dipungut retribusi antara lain :

(1) Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan I{apal Sungai dan Danau;

(2) Sertifikat Pengawakan Kapl ( SPK );



(3) Surat Persetujr:an PengOperasiag I(apal Angkutan Barang I(husus;
(+1 Srrrt Izin Kapal Laut Masuk Pemiran Daratan;

iSi S'.rat lanBlerlayer. { SIB } I{apal S'tingai dan Danau;

1O1 Sr*t Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 3

objek Retibusi Penguliiaii Kendaraan Bermotor Diatas Air adaiah

p*t*y"rr* pengqjian tinaaraan bermotor diatas air dalam rangka untuk
i"""V"aiuf.rn peLV""", Administrasi ang[<utan penumpang umum dan

U"rrrtg serta turflrl suatu kegiatan untuk keperluan sendiri I perusahaan

yang berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Katingan'

Pasal 4

{1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Berrnotor diatas Air adalah
' ' o*trg pribadi atau badan yang melakr"rkan pengl4iian kendaraan

bermotor diatas air.

(2) Wqiib Retribusi Pengufian Kendaraan Bermotor diatas Air adalah orang
' ' p*Uaai atau badarryang diw€dibkan unhrk_. melakukan pembayaran

ietribusi atas pengujian ken'laraan bermotor diatas air.

BAE} IU

GOI,ONGAN RETRIBUSI

Pasal.5

Ref ibusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalahdigolong!<an dalam Retribusi Jasa Umum-

BAB IV

PRT}'iSP DAN SASARAN

DAI,AM PENETAPAN STRUI.ilUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamya tarif
retribusi Sertifikat Kelaikan Dan Kebangsaan Ifupal Sungai dan Danau
yang perngatur.all ser"ta pengawasan teknis Kapal yang menurrrt
i<onstruksi dan peralatan ditetapkan sebagai but<an kapal laut, S-urat

Pendaftaran Kapal Perairan Pedalaman ( Registrasi ), Sertifikat
Pengawakan lfupal ( SPK l,l7;11;'Berlayar Kapal Perairan Daratan.
Biaya sebaeaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) hanya meliputi biaya
administrasi.
Biaya Pemeriksaan / Pengukuran, Pengujian, Tratrsportasi,

Dokumentasi dibebankan kepada pemohon.

1.

2.

3.



Pasai 7

1. S-rruictur Tar{f ciigoiongkarr berdasar=karr jenis Arrrratla, Jenis Ser=dlikai

Kelaikan Dan Ke-bangLan Kapal, jenis Sertifikat Pengawakan Kapai

( SPK ) dan Tanda Pendaftaran }(aPal;

2. Strut<tur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Elermotor Di

Air sebagaimana dimaksud dalam Ayat (I ) adalah sebagai berikut :

NO
JEMS

RETRIBUSI
JEMS

ARMADA
UKURAN KAPAL

(GT, LUAS)
BESAR
TARIF

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1 Sertifikat
Keiaikan rian
Kebangsaan
Kapai

Kapal
Motor

Speed
Tf,^^+
Ij@L

GT. 1 s/d GT.7

GT. 1 sld GT.3

GT.4 s/d GT.7

Rp. 35.000

Rp. 75.000

Rp. L0C.C00

Masa berlaku
1 (satui tahun

2. Surat
Pengawakan
Iiovul

(sPK)

Nal&oda

I\itn+nric

Naklrcda/
motoris

Rp. 55.000

Rp. 55.000

Rp. 75.000

Masaberlaku
5 [ima)tahun

3. Suratljin
Elerlavar

Rp. 5.000 Untuk 1 (satu)
kali berlayar.

BAB V

WIT,AYAI{ PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayahr lfubupatcn Katingar:.

BAB VI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

i. \fu'ajib re'uribusi r-r-rerlgisi S-urat Pendaftaran Objek Retribusi Daerair

(sPdoRD );
2. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPdORD ) sebagaimana

dimaksud pad.a Ayat ( 1 ) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani oleh W4jib Retribusi atau Kuasanya;

3. Bentuk isi atau tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran

Objek Retribusi Daerah ( SPdORD ) sebagaimana dimaksud pada Ayat
( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Daerah;



1.

2.

BAB VII

KEWA.JIBAi.i DAI,I TANGGUNG JA1MAB PERUSAHAAN

Pasal 1O

Pengusaha furgftutan sungai darr daruu yang telah memperoleh lzin Usaha
wajib melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha untut kegiatan usaha
setiap tahun, bila mana terjadi perubahan kepmilikan kapal di setiap
pengangkutan jenis muatan barang-barang berbahaya;

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

Belrdasarkan $urat Pendaftaran objek Retribusi Daerah ( spDopRD )
sebagaimana dimaksud datam Pasal 9 Ayat ( 1 ) ditetapi:<an retribusi
tefl.itang dengan rrrenerbitl<am Surat Keierangai: Retribusi Daerah
( SKRD ) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
Apa,bila berdasarkan hasil pemeriksaan dan dibmukan data dan atau
data yeng semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah
retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Ritribusi
Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT );
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daeratr
( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud
pada A+'at ( L ) dan sr:rat Keterangan Rebibusi Daerah kur,ang Bayar
Tambah ( SKRDKBT ) sebagaimana dimaksud pada Ayat (a didapfun
oleh Kepala Daerah;

BAB IX

TATA CARA PEIVIUNGUTAi.i

Pasal 12

Pemungutan iet^ibusi tidak dapat diborongfuan;
Retribusi dipungut dengan menggunakan surat Ketetapan Retribusi
Daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamat<an, dan surat
Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBI);

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dihrnasi sekaligus;
letribusi yang terutang dihrnasi selambat - lambahya ts 1 tima belas )
hari sejak diterbitkan Srirat Ketetapn Rekibusi Daerar\ { SKRD ) atau
dokumen lain yang dipersamakan, surat Keterangan Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambah (SKRDKB0 dan Surat Tanda Retribusi Daerah
( srRD l;

3.

1.
2.

1.

2.



3. Pembayaran Retribusi dilakukan oleh subjek retribusi pada Dinas
Perhubungan Komr-rnikasi dan Informatika Kabupa.ten Ifttingan melalui
bendaharawan penerima.

4. Bendaharawnn knerima dalam waktu z x 24 jam menyetorkan
retribusi yang dipungut kepada Dinas Pendapatan Daerah atau
Rekening Kas Daerah

BAB )il

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

1. Rebibusi terutang berdasarkan Sr.rat Ketetapen Retribusi Daerah
( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan, surat Keterangan
Re'rribusi Daeiah Kurang Bayar Tambah (SKRDKEI], surat Tanda
Rekibusi Daerah ( srRD ) dan surat keputusan keberatan yang
menyebabkan jurnlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih oleh Dinas
Perhubtrngan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan;

2. Penagihan retribusi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika l(abupa.ten I(atingan berdasarkan Peraturan Daerah yang
berlaku.

BAB )ilI

KEBERATAN

Pasal 15

i. Wajib retriLrusi dapat mengajukan keberatan hanya kepacla Kepata
Daerah atau Pejabat yang dituqiuk atas Surat Keterangan Retribusi
Daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang dipersamakan, surat
Keterangan Daerah Kurang Bayar Tambah ( SKRDKBT ) dan surat
Keterangan Retribusi Lebih Bayar T SKRDLB );

2. Keberatan diqiukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas;

3. Dalam hal wa$ib retribusi mengqiukan keberatan atas ketetapan
retribusi, r.vajib retrih:si hart-ls dapa.t rnernbukdkan ketiCak bnaran
retribusi tersebut

4. Keberatan harus diajukan dalam jangka wakhr paling rama 2 ( dua )
butran sejak tanggal surat Keierarrgan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau
dokumen lain yang dipersarnakan, Surat Keterangan Retribusi Daer.ah
Kurang Bayar Tambahan ( SKRDKBT ) dan Surat Keterangan Retribusi
Daerah Lunas Bayar ( SKRDLB ) diterbitkan, kecuali apabila wajib
retribusi tertentu dapat menur{ukan bahwajangt<awlrtu itu tidak dapat
dipenuhi }<arena keadaan diluar kekuasaan;

5. Keberatan yang tidak memerruhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada Ayat ( 2 | dan ( 3 ) tidak dianggap sebagai sum.t keberatan,
s-,hinga tidak, dipertinnbangkan;

6. Pengqjuan keberatan tidak menunda kewqjiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.



Pasal 16

1. Kepaia Daerah dalar-n wakru palirrg lama 6 i enam ) bukn sejak tangal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan;

2. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
yang terutang;

3. Apabila jangka waktu sebagairnana tersebut Ayat ( 1 ) telah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang
di{ukan tersebut diangap dikabulkan;

BAB )ffI

PENGE}VTBALIAN KELEBI}IA}.I PEMBAYARAN

Pasal 17

1. Atas keiebihan pembayaran retribusi, wajib rekibusi dapa-r meng4iukan
permohonan pengembalian kep.da Kepala Daerah;

2. Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada Ayat 1, harus mernberi keputusan ;

3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimalsud {vat ( 2 } telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memherikan sr:atu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat
Keterangan Retribt"tsi Daerah l*bih Bayar ( SKP.DI3 ) ha:"as diterbitlmn
dalam jangka walrtu paling lama 1 (satu) bulan;

4. Apabila w4iib retribrrasi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pen'rbayararr ret"ibrisi sebagaimana dimaksud pada Ayai ( 1 ) larrgsung
diperhitungftan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebuI

5. Pengembaliatr kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud
pada A:nat ( t ) dilaln:kan dalam janeka wakhr pafing lama 2 ( dua )
bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Irbih
Bayar (SKRDLB );

6. Apabila pengernhlian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah leu,at jangka $,raktu 2 {dua } bulan, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2o/o ( dua persen ) sebulan atas terlambatan
pembayaran kelebihan retribusi;

ksat 18

i. Penrrohonan rner-rgembalian kelebiiran pernbqyararr retribusi diqiukan
secara terhrlis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya
*o--, 1-,,+l-^^ .rulvrlJ\,tI4LA6Llr.

a.. Nama dan Alamat Wadib Retribusi;
b. Masa Retribusi;
c. Besar Kelebihan Pembalraran;
d. Alasan yang Singkat dan Jelas;

2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disarnpaikan secara langsung atau rnelalui Pos Tercatat;

3. Bulcti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bul<ti pengiriman pos
Tercatat merupatr<an bulai saat permohonan diterima oleh Keplala
T\^^-^t--IJ'AETidlL,
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o4.

Pasal 19

Pengembaiian kelebihan retribusi eliiakukan derrgan penerbitan S-tlat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ( SPMKR );
Apabila kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal
20 Ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB )ilV

PENGURAi.IGAN, KERii{GANAii DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

n^^^l or\

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;
PemLrerian pengrii-angail atau keringanan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada Ayat 1 ( satu ) dengan memperhatikan
wqjib retribusi, anta-r'a lain, r:nf.rk mengangsur;
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 ) antara
lain diberikan kepada wqiib retribusi dalam rangka pengangkutan
khusus koriran BencanaAlam cian atau Kerusuhan;
Tata cara pengurangarl, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetaplran oleh Kepala Daerah

BAE} XV

KADALUARSA PE}{AGIFIAN

Pasal 2L

Hak -r-rn-r-uk melak-ukanr penagiharr reir-rbusi, ka,ialuarsa seteiair
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang
Retibusi, kecuali apabila wajib re*.ribusi melak-rkan tindak pidana
dibidang Retribusi:
Kadaluarsa penagihannya rekibusi sebagaima dimaksud pada Ayat
( 1 ) tertanguh apabiia :

a. Diterbitkan Surat Teguran;
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wqjib Retribusi baik langsung

L:S-1-1---------,--rrraupur r uuar( ficjrg,riurtg.

1.

z.

3.

4.

1.
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BAB XVI

KETENTUAN PE}EJ?UP

Fasa1 22

Peratur-an Bupati ini rrrulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupa,ten I{atingan.

Ditrtapkan di l{asongian
pada tangal : r& - z ^ zo't 3

"urrf, 
KATTNGAN,

il-^*-
DTIWIL RAUIING

Dftrndangfuan di Kasongan
padatansal: rB - 7*2012

Plt. SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN KAIINGAN,.

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHT'N 2013 NOMOR ,..!O2
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